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KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN

Menimbang

Mengingat

SUMBERDAYA MANUSIA KESEHATAN
NOMOR HK.02.03/1/111.2/57¢37/2016

TENTANG

C=

PEDOMAN PENUNJANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN
SUMBERDAYA MANUSIA KESEHATAN,

a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pendidikan yang
komperehensif diperlukan aspek penunjang
penyelenggaraan pendidikan;

b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan penunjang

pendidikan yang sistematis, terstruktur dan terintegrasi

diperlukan panduan bagi seluruh pemangku
kepentingan,;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Keputusan  Kepala Badan  Pengembangan| dan
Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan tentang

Pedoman Penunjang Penyelenggaraan Pendidikan,;

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan |Negara
Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia | Tahun
2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor
5063);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 {tentang

Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia
i




Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran
Nomor 5336);

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara
5607);

Negara

Tenaga
Tahun

Nomor

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 |tentang

Standar Nasional Pendidikan (Lembaran

Negara

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 4496) sebagaimana
diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah N¢
Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Per
Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang §
Nasional Pendidikan (Lembaran Negara R
Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Ler
Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 |
Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Peng
Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Ing
Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran
Republik Indonesia Nomor 5500);

Peraturan Menteri Kesehatan
890/Menkes/Per/VII[/2007 tentang Organisasi de
Kerja Politeknik Kesehatan sebagaimana diubah ft
dengan Peraturan Menteri Kesehatan
1988 /Menkes/Per/IX/2011 tentang Perubahar
Peraturan Menteri Kesehatan
890/Menkes/Per/VIII/2007 tentang Organisasi dg
Kerja Politeknik Kesehatan;
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahur
tentang Organisasi dan Tata Kerja Keme
Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahu
Nomor 1508);
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KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan

karunia-Nya Pedoman Penunjang Penyelenggaraan Pendidikan ini dapat tersusun.

Pedoman ini merupakan panduan bagi semua pihak yang terlibat dalam pendidikan
tenaga kesehatan khususnya dalam penyelenggaraan penunjang pendidikan. Pedoman ini
memuat komponen penunjang pendidikan baik akademik maupun nonakademik yang harus

dipenuhi oleh setiap institusi penyelenggara pendidikan tenaga kesehatan.

Pedoman ini diharapkan dapat menjadi panduan bagi setiap program studi di Politeknik
Kesehatan Kemenkes dalam menyusun rencana strategis dan penganggaran bagi
pemenuhan komponen penunjang penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan bidang ilmu di

institusinya masing-masing.

Kami menyadari bahwa pedoman ini masih jauh dari sempurna, kritik dan saran yang
bersifat membangun kami harapkan untuk penyempurnaan pedoman di masa yang akan
datang. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah berkontribusi

dalam penyusunan pedoman ini.

Jakarta , 23 Agustys 2016
Jidikan SDM Kesehatan

Kepala Pusat Pentd

dr. Achmad Soebagjo Tancarino, MARS

Pedoman Penunjang Penyelenggaraan Pendidikan i



SAMBUTAN KEPALA BADAN PPSDM KESEHATAN

Arah pengembangan pendidikan tinggi memposisikan perguruan tinggi sebagai tempat
pembelajaran dan berbagai sumber daya pengetahuan. Perguruan tinggi sebagai pusat
pembelajaran dan kebudayaan serta wahana kerjasama internasional sangat berperan dalam
menanggapi tuntutan kebutuhan pasar kerja. Politeknik Kesehatan (Poltekes) Kemenkes
merupakan bagian dari perguruan tinggi nasional yang dituntut untuk menghasilkan tenaga
kesehatan yang berkualitas dan bermutu sejalan dengan arah kebijakan pemerintah terlebih
di era MEA, lulusan poltekes Kemenkes harus dapat menjawab tuntutan global.

Pelaksanaan proses belajar mengajar, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat harus
memenuhi prinsip-prinsip pokok yang terkandung dalam paradigma baru penataan pendidikan
tinggi di Indonesia. Paradigma baru tersebut meliputi 5 (lima) hal yaitu: kualitas, otonomi,
akuntabilitas/pertanggungjawaban, akreditasi dan evaluasi.

Penyelenggaraan proses belajar mengajar sebagai kegiatan yang paling dominan di
lingkungan perguruan tinggi dapat berjalan dengan sebaik-baiknya apabila semua unsur
terpenuhi. Selain tri dharma perguruan tinggi sebagai aspek utama penyelenggaraan
pendidikan diperlukan penunjang penyelenggaraan pendidikan sebagai aspek yang berperan
dalam keberhasilan penyelenggaraan pendidikan. Komponen penunjang penyelenggaraan
pendidikan wajib dipenuhi melalui perencanaan, pemanfaatan serta evaluasi dengan
memperhatikan prinsip-prinsip efektivitas dan efisiensi.

Menyadari bahwa keberhasilan penyelenggaraan pendidikan terkait dengan komponen
penunjang, maka perlu suatu acuan yang terstandar. Buku Pedoman Penunjang
Penyelenggaraan Pendidikan dimaksudkan sebagai salah satu sumber acuan yang dapat
dipakai oleh semua pihak yang terkait dalam pengelolaan penunjang pendidikan baik unit-unit
di Badan PPSDM Kesehatan maupun Poltekes Kemenkes dalam kegiatan perencanaan,
pemanfaatan dan evaluasi penunjang pendidikan.

Kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan buku pedoman ini, saya menyampaikan
penghargaan yang setinggi-tingginya. Semoga apa yang kita upayakan dapat bermanfaat bagi
kita semua.

Jakarta, 23 Agustus 2016

Kepala Badan PPSDM Kesehatan

Usman Sumantri

Pedoman Penunjang Penyelenggaraan Pendidikan ii
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BAB |

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam
Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 vyaitu
“Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk
memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut
melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan
keadilan sosial”. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 ayat (3) mengamanatkan agar Pemerintah
mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang
meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia
dalam rangka mencerdaskan bangsa yang diatur dalam undang-undang. Pada Pasal 31
ayat (5) mengamanatkan agar Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi
dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan

peradaban serta kesejahteraan umat manusia.

Penyelenggaraan pendidikan tinggi merupakan bagian yang tak terpisahkan dari
penyelenggaraan pendidikan nasional, diharapkan mampu menjalankan peran strategis
dalam memajukan peradaban dan kesejahteraan umat manusia dalam rangka

menghadapi perkembangan dunia yang makin mengutamakan basis ilmu pengetahuan.

Pada tataran global bangsa Indonesia juga tidak terlepas dari persaingan antarbangsa di
satu pihak dan kemitraan dengan bangsa lain di pihak lain. Oleh karena itu, untuk
meningkatkan daya saing bangsa dan daya mitra bangsa Indonesia khususnya dalam era
Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), diperlukan pendidikan tinggi yang mampu
mewujudkan dharma pendidikan, yaitu menghasilkan intelektual, ilmuwan dan/atau
profesional yang berbudaya, kreatif, toleran, demokratis, dan berkarakter tangguh, serta
berani membela kebenaran demi kepentingan bangsa dan umat manusia. Perguruan
Tinggi merupakan garda terdepan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa melalui
pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteran umum

dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Paradigma baru dalam pendidikan khususnya pendidikan tinggi bidang kesehatan
menghendaki lulusannya mampu bersaing di dunia internasional, dan memiliki

kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan perkembangan IPTEK dan kebutuhan

Pedoman Penunjang Penyelenggaraan Pendidikan 1



pelayanan kesehatan baik ditingkat nasional, regional maupun global. Untuk itu
diperlukan penyelenggaraan pendidikan yang komprehensif melalui proses pembelajaran

yang komprehensif pula.

Proses pembelajaran yang komprehensif harus memenuhi unsur penyelenggaraan
pendidikan dan penunjang pendidikan yang dikelompokan dalam enam unsur sebagai
berikut: (1) capaian pembelajaran, (learning outcomes) yang jelas; (2) Organisasi yang
sehat; (3) Pengelolaan yang transparan dan akuntabel; (4) Ketersediaan rancangan
pembelajaran dan kurikulum yang jelas dan sesuai kebutuhan pasarkerja; (5) Kemampuan
dan ketrampilan SDM akademik dan nonakademik yang handal dan profesional; (6)
Ketersediaan sarana-prasarana dan fasilitas belajar yang memadai. Dengan terpenuhinya
unsur-unsur penyelenggaraan pendidikan dan penunjang pendidikan, akan dapat
dikembangkan iklim akademik yang sehat, serta mengarah pada ketercapaian masyarakat

akademik yang profesional.

Penunjang penyelenggaraan pendidikan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
penyelenggaraan pendidikan. Penunjang pendidikan adalah perangkat yang mendukung
suatu proses pendidikan yang memiliki peranan dalam keberhasilan penyelenggaraan
pendidikan. Mengacu kepada Undang-undang no.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan
tinggi penyelenggaraan pendidikan terdiri dari akademik dan non akademik.
Penyelenggaraan akademik terdiri dari pelaksanaan Tri Dharma sedangkan Non
akademik terdiri dari: organisasi, keuangan, kemahasiswaan, ketenagaan, sarana dan
prasarana. Untuk itu diperlukan penunjang penyelenggaraan pendidikan yang akan
mendukung penyelenggaraan akademik yaitu pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi

dan non akademik.

Pemanfaatan dan pengelolaan penunjang pendidikan harus direncanakan,
didayagunakan/dimanfaatkan secara efektif dan efisien serta dilakukan evaluasi.
Keberadaan perangkat penunjang pendidikan baik jenis, jumlah dan mutu tergantung pada
kebutuhan masing-masing program studi dan karakteristik bidang ilmu serta arah
kebijakan institusi pendidikan. Penyelenggaraan penunjang pendidikan harus dilakukan
secara terintegrasi, sehingga dapat digunakan oleh seluruh program studi yang

membutuhkan.

Politeknik Kesehatan (Poltekes) Kementerian Kesehatan adalah bagian dari institusi
pendidikan tenaga kesehatan nasional yang berkewajiban mencetak tenaga kesehatan
yang berkualitas dan bermutu, berdaya saing dan sanggup memenuhi pasar global.
Poltekes Kemenkes juga menjadi trend setter bagi institusi pendidikan tenaga kesehatan

lainnya di Indonesia sehingga harus dapat menyelenggarakan pendidikan yang paripurna

Pedoman Penunjang Penyelenggaraan Pendidikan 2



yang memenuhi segala aspek penyelenggaraan pendidikan termasuk aspek penunjang

pendidikan.

Berdasarkan hal tersebut diatas, Pusat Pendidikan SDM Kesehatan bermaksud menyusun
Pedoman Penunjang Penyelenggaraan Pendidikan. Pedoman ini diharapkan dapat
memberikan panduan bagi unit-unit di Kementerian Kesehatan, Badan PPSDM
Kesehatan, Poltekes Kemenkes serta pihak-pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan

penunjang pendidikan di Poltekes Kemenkes.

B. DASAR HUKUM

Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
Undang-undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan
Undang-undang No.12 tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi

P w0 N PR

Peraturan Pemerintah Nomor. 38 tentang pembagian urusan pemerintahan antara

pemerintah, pemerintahan daerah provinsi, dan pemerintahan daerah kabupaten/kota

5. Permendikbud No. 73 tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional
Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi

6. Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

7. Peraturan Menteri Kesehatan Rl Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata

Kerja Kementerian Kesehatan

C. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan disusunnya pedoman ini adalah untuk memberikan panduan bagi unit-unit di
Kementerian Kesehatan, Badan PPSDM Kesehatan, Poltekes Kemenkes serta pihak-
pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan penunjang pendidikan di Poltekes Kemenkes
tentang komponen penunjang penyelenggaraan pendidikan di Poltekes Kemenkes. Buku
pedoman ini memuat komponen penunjang penyelenggaraan pendidikan yang harus
dipenuhi oleh Poltekes Kemenkes. Pedoman ini harus ditindaklanjuti dengan penyusunan
rencana pemenuhan oleh setiap program studi sesuai dengan bidang ilmunya masing-
masing sehingga dapat terusun rencana strategis penyelenggaraan penunjang

pendidikan di institusinya masing-masing.

Sasaran pedoman adalah pimpinan, dosen dan pengelola penunjang pendidikan di

Poltekes Kemenkes seperti unit-unit Badan PPSDM Kesehatan, Inspektorat Jenderal
serta para pemangku kepentingan terkait dalam mengelola penunjang penyelenggaraan

pendidikan.

Pedoman Penunjang Penyelenggaraan Pendidikan 3



D. RUANG LINGKUP

Berdasarkan Undang-undang No.12 tahun 2012 tentang pendidikan Tinggi
penyelenggaraan pendidikan meliputi penunjang penyelenggaraan pendidikan bidang
akademik dan non akademik. Pada pasal 64, ayat 1,2,4: pengelolaan bidang akademik
merupakan pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi yang terdiri dari penyelengaraan
pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat, sedangkan dan non akademik

terdiri dari organisasi, keuangan, kemahasiswaan, ketenagaan, sarana-prasarana.

Sementara itu mengacu kepada Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Pendidikan tinggi: pengelolaan PTN meliputi: pengelolaan akademik yang
terdiri dari pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat, sedangkan pengelolaan
non akademik terdiri dari: organisasi, keuangan, kemahasiswaan, ketenagaan dan

sarpras.

Mengingat luasnya ruang lingkup penyelenggaraan pendidikan berdasarkan kedua
peraturan perundangan tersebut diatas, pedoman penunjang penyelenggaraan pendidikan

akan dibatasi kepada pengelolaan beberapa komponen utama yaitu sebagai berikut:
1. Penunjang penyelenggaraan akademik yang meliputi:
a. Laboratorium
b. Perpustakaan
c. Teknologi Informasi
d. Penelitian
e. Pengabdian pada masyarakat
f. Kerjasama
2. Penunjang penyelenggaraan non akademik yang meliputi:
a. Kemahasiswaan
b. Ketenagaan
c. Sarana-prasarana
d. Alumni

Sedangkan pembatasan ruang lingkup pengelolaan meliputi unsur: pemenuhan standar

dan rencana pengembangan.

Buku pedoman ini tidak dapat terlepas dari standar nasional pendidikan tinggi (sarana-
prasarana pembelajaran). Pelaksanaan pedoman penunjang penyelenggaraan pendidikan

wajib mengacu kepada aturan dalam standar sarana-prasarana.
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BAB 11
PENGERTIAN DAN PRINSIP-PRINSIP
PENUNJANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

A. PENGERTIAN PENUNJANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Penunjang penyelenggaraan pendidikan adalah perangkat yang mendukung suatu
proses pendidikan yang memiliki peranan dalam keberhasilan penyelenggaraan
pendidikan. Keberadaan perangkat penujang pendidikan baik jenis, jumlah dan mutu
tergantung pada kebutuhan masing-masing program studi (karakteristik bidang ilmu), dan

arah kebijakan institusi pendidikan.

B. PRINSIP-PRINSIP PENUNJANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Prinsip-prinsip pengelolaan penunjang penyelenggaraan pendidikan harus memenuhi

unsur-unsur sebagai berikut:
1. Kesesuaian dengan visi, misi program studi masing-masing;
2. Mendorong pengelolaan yang profesional,

3. Mendorong terjadi integrasi pengelolaan dan penggunaan, sehingga dapat digunakan

oleh seluruh program studi yang membutuhkan.

4. Mengacu pada perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan sesuai kebutuhan

masyarakat dan dunia kerja,

5. Mengacu pada kebutuhan proses pembelajaran, mendukung terciptanya suasana

akademik yang kondusif,

6. Mempertimbangkan aspek kecukupan, kesesuaian, keamanan, kenyamanan, dan

daya tampung/pemanfaatan beban, kekuatan fisik, dan kemudahan.

Pengelolaan penunjang penyelenggaraan pendidikan dimulai dengan penyusunan
rencana strategik, rencana tahunan, rencana operasional yang diteriemahkan dalam
rencana kerja anggaran tahunan yang disepakati bersama seluruh unsur dalam institusi

pendidikan.

Pengelolaan penunjang penyelenggaraan pendidikan juga harus didukung oleh unit
pengelola yang handal yang memiliki program perencanaan, pengadaan, pemanfaatan,
pemeliharaan serta pengendaliannya. Perencanaan dan pengadaan serta pemanfaatan

komponen penunjang pendidikan disusun dengan memperhatikan konsep integrasi dalam
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pemanfaatan dan pemeliharaan aset yang ada. Program pengendalian komponen
penunjang penyelenggaraan pendidikan mencakup kegiatan monitoring, evaluasi serta

perbaikan mutu.
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BAB Il
KOMPONEN DAN PEMBAGIAN KEWENANGAN
DALAM PENGELOLAAN PENUNJANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

A. KOMPONEN PENUNJANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
Penunjang penyelenggaraan pendidikan terdiri dari komponen sebagai berikut:
1. Penunjang penyelenggaraan akademik meliputi:
a. Laboratorium
1) Standar
a) Laboratorium sesuai standar program studi masing-masing

b) Laboratorium bahasa dan laboratorium komputer yang terintegrasi sesuai

standar
2) Pengembangan
a) Laboratorium penelitan dan pengujian terpadu
b) Software untuk pelayanan yang terintegrasi
¢) Mock up laboratorium
d) Manajemen laboratorium
b. Perpustakaan
1) Standar

Perpustakaan konvesional yang memenuhi unsur referensi wajib dan referensi

terkini

2) Pengembangan
a) Perpustakaan online
b) Jurnal berlangganan
¢) E-book

d) Layout perpustakaan terkini (ruang baca; audio visual; ruang diskusi; ruang
buku dII)

c. Teknologi Informasi

Dukungan teknologi informasi meliputi:
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1) Standar:
a) Sipenmaru;

b) SIAK (Registrasi akademik; PA; Kalender Akademik; KRS;silabus/bhn ajar;
KHS;)

c) SIMKA
d) Sl-Keu
2) Pengembangan
a) Modul/pedoman di upload ke sistem
b) E-learning

c) Virtual learning

d. Penelitian
1) Standar
Dosen melakukan penelitian
2) Pengembangan
a) Publikasi jurnal nasional terkareditasi dan internasional
b) Penelitian terintegrasi
c) Penelitian yang melibatkan mahasiswa
e. Pengabdian pada masyarakat
1) Standar

Dosen melakukan pengabdian masyarakat yang terintegrasi dan melibatkan

mahasiswa
2) Pengembangan
a) Pengabmas berbasis hasil penelitian
b) Pengabmas berbasis kewirausahaan
¢) Pengabmas berbasis desa binaan
d) Pengabmas berbasis kepakaran bidang ilmu
f. Kerjasama

1) Kerjasama antar institusi
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2) Kerjasama dgn instansi pemerintah
3) Kerjasama dengan stakeholder
4) Kerjasama LN
2. Penunjang penyelenggaraan non akademik meliputi:

a. Kemahasiswaan
1) Penalaran
2) Minat dan Bakat
3) Sosial
4) Kesejahteraan
5) Organisasi

b. Ketenagaan
1) SDM Laboratorium, yang terdiri dari: Pranata Lab, Teknisi Instrumen, IT, Laboran
2) SDM Perpustakaan, yang terdiri dari: Pustakawan, IT

3) SDM Konseling, yang terdiri dari: bimbingan dan penyuluhan (Psikolog), dosen

pembimbing akademik
c. Sarana-prasarana
1) Ruang perpustakaan
2) Ruang baca
3) Ruang Laboratorium
4) Fasilitas Olahraga dan Seni
5) Sekretariat Organisasi Mahasiswa
6) Ruang konseling
7) Ruang serbaguna
8) Ruang dosen
9) Ruang kelas
10) Ruang Administrasi
11) Ruang Pengelola
12) Ruang Diskusi/Serba Guna

13) Gudang
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14) Kendaraan roda empat/bus
15) Musholla
d. Alumni
1) Pusat karir mahasiswa
2) Tracer study

3) Promosi

B. PEMBAGIAN KEWENANGAN PENGELOLAAN PENUNJANG PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN

Pengelolaan penunjang penyelenggaraan pendidikan yang dimaksud dalam pedoman
ini  adalah meliputi perencanaan, pengadaan, pemanfaatan dan evaluasi.
Menurut Soekanto (1985), pengertian pengelolaan adalah suatu proses yang dimulai dari
proses perencanaan, pengaturan, pengawasan, penggerak sampai dengan proses
terwujudnya  tujuan.  Menurut Rahardjo  (2011), Pengertian  Pengelolaan ialah
perencanaan, pengorganisasian, petunjuk, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan.
Sujana dan Hamiseno dalam Arikunto (1996) pengelolaan adalah kemapuan untuk
melakukan kegiatan yang dilakukan bersama melalui orang-orang atau kelompok untuk
melakukan suatu kegatan yang meliputi: perencanaan pengorganisasian, pelaksanaan,
dan pengawasan. Dari beberapa pengertian pengelolaan di atas, dapat disimpulkan
bahwa pengertian pengelolan vyaitu melaksanakan fungsi-fungsi perencanaan,
pengadaan, pendayagunaan/pemanfaatan dan evaluasi secara bersama-sama atau

kelompok untuk mencapai tujuan.

Pengelolaan penunjang penyelenggaraan pendidikan melibatkan seluruh pemangku
kepentingan yang berkaitan. Pencapaian tujuan pengelolaan penunjang
penyelenggaraan pendidikan akan terselenggara dengan baik apabila terdapat
pembagiaan peranan dan kewenangan antar pemangku kepentingan tersebut.
Pembagian kewenangan pengelolaan penunjang penyelenggaraan pendidikan
dikelompokan menjadi dua bagian, yaitu penunjang penyelenggaraan akademik dan non

akademik yang disajikan dalam tabel berikut:
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1. Penunjang Penyelenggaraan Akademik

RUANG

NG LINGKUP

KOMPONEN

PEMBAGIAN KEWENANGAN

PUSAT/KEMKES

POLTEKES

1 | Laboratorium

Standar

1. Lab sesuai standar prodi
masing-masing

2. Lab Bahasa & Lab Komputer
yang terintegrasi sesuai
standar

Pengembangan

1. Lab penelitan dan pengujian
terpadu

2. software untuk pelayanan yang
terintegrasi

3. Mock up Laboratorium

4. Managemen Lab

Pedoman/standar lab
Pelatihan/workshop
Pelatihan/workshop
K3; managemen Lab;
GLP

mengusulkan
kebutuhan sesuai
standar

Menyiapkan dan
mengimplementasikan

2 | Perpustakaan

Standar

1. Perpustakaan konvesional
(referensi wajib dan update)

Pengembangan

1. Perpustakaan online

2. jurnal berlangganan

3. E-book

4. Layout perpustakaan terkini
(ruang baca; audio visual;
ruang diskusi; ruang buku dll)

pedoman/standar
perpustakaan sesuai
prodi

Pelathan/ workshop
Pedoman/standar
layout perpustakaan

Mengusulkan
kebutuhan

(dana; SDM; usulan)
Menyiapkan dan
melaksanakan

3 | Teknologi
Informasi

. Sipenmaru;

. SIAK (Registrasi akademik;
PA; Kalender Akademik;
KRS;silabus/bhn ajar; KHS;)

2. SIMKA

3. Sl-Keu

N -

Pedoman Standar
Sistem Informasi
Akademik

Mengusulkan
kebutuhan (dana;
SDM; dIl)

Menyiapkan sistem
Mengimplementasikan

Pengembangan

1. Modul/pedoman di upload ke
sistem

2. E-learning

3. Virtual learning

Pedoman /Standar E-
Learning

Pedoman /Standar
Virtual-Learning
Pelatihan/workshop E

Mengusulkan
kebutuhan
Menyiapkan dan
mengimplementasikan

& V learning
4 | Penelitian Standar Pedoman/standar Melaksanakan
1. Dosen melakukan penelitian penelitian Mengusulkan
Pengembangan Pedoman/standar kebutuhan
1. publikasi jurnal nasional pembiayaan penelitian | Melakukan evaluasi
terkareditasi dan internasional | dan publikasi keberhasilan

yg referred

2. Penelitian terintegrasi

3. Penelitian yang melibatkan
mahasiswa

Pedoman insentif
(dosen yang
berprestasi)
Pelatihan metodologi
penelitian

Pelatihan penulisan
jurnal

5 | Pengabdian
Masyarakat

Standar

1. Dosen melakukan pengabdian
masyarakat yang terintegrasi
dan melibatkan mahasiswa

Pengembangan

1. Pengabmas berbasis hasil
penelitian

2. Pengabmas berbasis
kewirausahaan

Pedoman/standar
pengabmas
Pedoman/standar
pembiayaan
pengabmas
Pedoman insentif
Pelatihan penulisan
proposal pengabmas

Melaksanakan
Mengusulkan
kebutuhan
Melakukan evaluasi
keberhasilan
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RUANG PEMBAGIAN KEWENANGAN
NO LINGKUP KOMPONEN PUSAT/KEMKES POLTEKES
3. Pengabmas berbasis desa
binaan
4. Pengabmas berbasis
kepakaran bidang ilmu
6 | Kerjasama 1. Kerjasama antar institusi Pedoman kerjasama Menyiapkan
2. Kerjasama dgn instansi Fasilitasi kerjasama Melaksanakan
pemerintah Mengusulkan
3. Kerjasama dengan stakeholder kebutuhan
4. Kerjasama LN
2. Penunjang Penyelenggaraan Non Akademik
RUANG PEMBAGIAN KEWENANGAN
NG LINGKUP KOMPONEN PUSAT/KEMKES POLTEKES
1 | Kemahasiswaan Penalaran
Minat dan Bakat Pedoman/Standar Mengusulkan
: Dana .
Sosial . Menyusun Juknis
- Pelatihan/Penyelenggar
Kesejahteraan aan Melaksanakan
Organisasi
2 | Ketenagaan/SDM | SDM Laboratorium:
Pranata Lab, Teknisi
Instrumen, IT, Laboran Pedoman/Standar Mengusulkan

SDM Perpustakaan:
Pustakawan, IT

SDM Konseling: Tenaga
BP (Psikolog), Dosen PA

Pemenuhan Kebutuhan | Melaksanakan

3 Sarana dan
Prasarana

Ruang perpustakaan
Ruang Baca

Ruang Lab

Fasilitas Olahraga & Seni
Sekrt. Organisasi Mhs
Ruang Konseling
Ruang Serbaguna
Ruang dosen

Ruang Kelas

Ruang Administrasi
Ruang Pengelola
Ruang Diskusi/SGD
Gudang

Kendaraan Bus
Mushala

Mengusulkan/Merenca
nakan
Mendayagunakan
Mengevaluasi

Standar/Pedoman
Dana Pengadaan
Dana Pemeliharaan

Pusat karir mahasiswa
Tracer study
Promosi

4 | Alumni Mengusulkan/Merenca
nkan
Melaksanakan

Menyusun Juknis

Pedoman/Standar
Dana

Pengelolaan penunjang penyelenggaraan pendidikan disusun dalam suatu rencana
strategis pemenuhan standar dan rencana pengembangan. Rencana strategis dapat disusun

dengan memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:
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Contoh: Rencana Strategis Pemenuhan dan Pengembangan Laboratorium:

Rencana Pemenuhan

No Ruang Lingkup Sumber Dana
2017 | 2018 | 2019 | Dst..
1 | Standar
1. Lab .. (sesuai standar prodi masing-masing) X DIPA/APBN
2. Lab Bahasa X DIPA/APBN
3. Lab Komputer X DIPA/APBN
2 | Pengembangan
1. Lab penelitan dan pengujian terpadu X DIPA/APBN
2. Software untuk pelayanan yang terintegrasi X CSR
3. Mock up Laboratorium X Hibah
4. Managemen Lab X DIPA/APBN
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BAB IV

PENUTUP

Paradigma baru dalam pendidikan tinggi bidang kesehatan menghendaki lulusannya
mampu bersaing di dunia internasional, dan memiliki kompetensi yang sesuai dengan
kebutuhan perkembangan IPTEK dan kebutuhan pelayanan kesehatan baik ditingkat

nasional, regional maupun global.

Penunjang pendidikan adalah perangkat yang mendukung suatu proses pendidikan yang
memiliki peranan dalam keberhasilan penyelenggaraan pendidikan. Mengacu kepada
Undang-undang no.12 Tahun 2014 tentang Pendidikan tinggi, penyelenggaraan
pendidikan terdiri dari akademik dan non akademik. Penyelenggaraan akademik terdiri dari
pelaksanaan Tri Dharma sedangkan non akademik terdiri dari: organisasi, keuangan,
kemahasiswaan, ketenagaan, sarana dan prasarana. Untuk itu diperlukan penunjang
penyelenggaraan pendidikan yang akan mendukung penyelenggaraan akademik yaitu

pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan non akademik.

Pemanfaatan dan pengelolaan penunjang pendidikan harus direncanakan,
didayagunakan/dimanfaatkan secara efektif dan efisien serta dilakukan evaluasi.
Keberadaan perangkat penunjang pendidikan baik jenis, jumlah dan mutu tergantung pada
kebutuhan masing-masing program studi dan karakteristik bidang ilmu serta arah
kebijakan institusi pendidikan. Penyelenggaraan penunjang pendidikan harus dilakukan
secara terintegrasi, sehingga dapat digunakan oleh seluruh program studi yang

membutuhkan.

Berdasarkan hal tersebut diatas, Pusat Pendidikan SDM Kesehatan bermaksud menyusun
Pedoman Penyelenggaraan Penunjang Pendidikan. Pedoman ini diharapkan dapat
memberikan panduan bagi seluruh pemangku kepentingan terkait dalam
penyelenggaraan penunjang pendidikan. Buku pedoman ini memuat komponen
penunjang penyelenggaraan pendidikan berikut pengelolaannya sehingga setiap program
studi sesuai dengan bidang ilmunya masing-masing dapat menyusun rencana strategis

penyelenggaraan penunjang pendidikan di institusinya masing-masing
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